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Mengapa Kita Berkonflik?

Pengantar Editor

Istilah konflik (conflict) sering dikaitkan dengan perbedaan
pendapat, persaingan,dan permusuhan. Namun, karena perbedaan
pendapat tidak selalu perbedaan kepentingan, maka perbedaaan
pendapat tidak selalu berarti konflik. Di sisi lain, persaingan
erat hubungannya dengan konflik karena dalam persaingan
beberapa pihak menginginkan hal yang sama, tetapi hanya satu
yang mungkin mendapatkannya. Persaingan tidak sama dengan
konflik, tetapi mudah menjurus ke arah konflik, terutuma bila ada
persaingan menggunakan cara-cara yang bertentangan dengan
aturan yang disepakati. Sementara, permusuhan bukanlah kontlik
karena orang yang terlibat konflik bisa saja tidak memiliki rasa
permusuhan. Sebaliknya orang yang saling bermusuhan bisa saja
tidak berada dalam keadaan konflik.

Konflik sendiri tidak selalu harus dihindari karena tidak
selalu negatif akibatnya. Berbagai konflik yang ringan dan dapat
dikendalikan (dikenal dan ditanggulangi) dapat berakibat positif
bagi mereka yang terlibat maupun bagi organisasi. DenganKkatalain,
dalam batas tertentu, konflik dapat memberikan kemantaatan.

Kita bisa melihat empat transisi pemikiran kontlik. Pertama,
pandangan tradisional yang melihat semua konflik bersifat buruk.
Pandangan ini mengemukakan pendekatan sederhana dalam
melihat perilaku orang yang menciptakan konflik. Karena semua
konflik harus dihindari, kita hanya perlu mengarahkan perhatian
pada penyebab konflik dan mengoreksi kesalahan fungsi untuk
memperbaiki kinerja kelompok dan organisasi.
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Kedua, pandangan hubungan rrjlanusia yang menyatakan
konflik merupakan peristiwa yang wajar df'ilam sfemua kelompok
dan organisasi. Karena konflik itu bersifat tld.ak terelakkan,
aliran hubungan manusia menganjurkan penerimaan konflik.
Konflik tak dapat disingkirkan, dan bahkan ada kalanya konflik
bermanfaat bagi kinerja kelompok.

Ketiga, pandangan interaksionis yang menyakini konflik
tidak hanya menjadi kekuatan positif dalam kelompok, tetapi
konflik juga sangat diperlukan agar kelompok berkinerja efektif.

Keempat, konflik fungsional dan konflik disfungsional.
Konflik fungsional (konstruktif) adalah konflik yang mendu-
kung sasaran kelompok dan memperbaiki kinerjanya. Sedangkan

konflik disfungsional (destruktif) adalah konflik yang mengham-
bat kinerja kelompok.
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Membedakan Orang.” tulis Yohanes Harun Yuwono Moto
tahbisan (peresmian)-nya sebagai Uskup Tanjungkarang inilah
vang kemudian dihubungkan dengan realitas kchif_ll_lpan disertai
dengan pembahasan dari sisi filosofi orang Lampung, pandan-
gan Islam, telaah dari Kitab Suci umat Kristiani, dan cita-cita
pendahulunya (Mgr Andreas Henrisoesanta). Semuanya ber-
muara pembangunan martabat kemanusiaan dengan menjun-
jung tinggi pluralitas.

Pandangan ini dilengkapi Udo Z. Karzi yang mengatakan,
kalau orang Lampung berpegang teguh pada nilai-nilai
kelampungannya (baca: piil pesenggiri dan pedoman hidup orang
Lampung), tidak akan terjadi masalah sosial seperti maraknya
kriminalitas, konflik, dan kekerasan. Tapi, kalau orang Lampung
tidak lagi berpegang pada nilai-nilai budayanya, yang terjadi
adalah penyimpangan atau penyalahartian dari piil pesenggiri
itu. Berlakulah ungkapan orang Lampung: ulah piil jadei wawai,
ulah piil menguwai jahel (karena perilaku seseorang bisa menjadi
baik, karena perilaku seseorang juga bisa berubah menjadi jahat
atau menjadi tidak baik).

Lalu, Agus Mardihartono menyodorkan budaya muakhi se-
bagai kearifan lokal yang bisa menjadi perekat masyarakat dan
meminimalisasi konflik di Lampung. Kelima falsafah moral
masyarakat Lampung yang terdiri dari prinsip piil pesenggiri
(prinsip kehormatan), nengah nyappur (prinsip persamaan),
nemui nyimah (prinsip penghargaan), Sakai Sambayan (prinsip
kerjasama) dan berjuluk beadok (prinsip keberhasilan) meru-
pakan modal sosial untuk mencegah terjadinya kontlik sosial.
“Konsep kearifan lokal dapat memberikan sumbangan secara
konstruktif dan optimistik bagi perwujudan masyarakat yang
harmonis dan teintegrasi dalam satu keyakinan moral etis,” tulis
Agus.

Bagian dua yang ditulis Henriette Johanna Nieuwenhuis,
Hartoyo, Dwi Wulan Pujiriyani dan HS Tisnanta mgim berupaya
memahami apa, bagaimana, dan mengapa kontlik terjadi. Ada
kesalahan persepsi dan Barat — Belanda misalnya mengenal
mengapa orang Indonesia berkonflik yang bisa kita baca

vii
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tulisan Nieuwenhuis. Ia yang bersama dengan Yabima ( Yayasan
RBimbingan Mandiri) masuk beberapa wilayah konflik, yaity
h‘lﬂro-l\t‘lﬂm dan Balinuraga, sampai pada keyakjnan bahWa
banvak rakvat Belanda jarang tahu tentang konflik seperti ity,
karena jara{ng masuk media massa di Belanda. “Bety], saya
lebih yakin lagi bahwa jawaban yang diberikan orang Beland,
tidak benar. Orang tidak berkonflik karena agama. Ada alasar
ekonomis, suku, politik, budaya dan lain-lain. Setidaknya kita

dengan menyalahkan saty kelompok saja,” ujar Nieuwenhuis
dalam esainya. Ia menamba

hkan, kita manusia kecenderung
untuk menggeneralisasi, untuk memakai stereotipe (cap/label)
khususnya dalam konfljk. Padahal stereotipe bisa menumbuhkan
kebencian, kejengkelan dan konflik.
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identitas diri yang inklusif, dinamis, transformatif dan dialektis.
Penelitian antarbudaya adalah penelitian yang djiwai semangat
mengapresiasi budaya lain sebagai upaya untuk menemukan
identitas diri yang inklusif, dinamis, tranformatif dan dialektis.
Bias-bias perbedaan yang muncul haruslah bisa dipakai untuk
menggali citra diri yang lebih baik,” tulisnya.

Tulisan menarik d bagian dua lainya datang dari Henky
Widjaja seorang Peneliti S3 di Universitas Leiden. Dalam ar-
tikelnya Konflik di Segitiga Adat, Migrasi dan Komoditas ini
memberikan gambaran relasi antara adat, migrasi dan tanaman
komoditas, tampak jelas bahwa adat tidak memiliki sikap yang
rigid terhadap migrasi maupun introduksi tanaman komoditas.
Oleh para aktor yang memiliki kuasa kendali di dalam mener-
jemahkan adat ke dalam implementasi, adat bisa dimanipu-
lasi secara fleksibel dan selektif terhadap situasi yang dihadapi.
Hengky merujuk Masuda (2009) yang menyebutkan bahwa adat
memiliki dua posisi yang kontras: adat bisa menjadi sarana untuk
mempermulus sebuah proses, termasuk dalam hal komodifikasi
tanah, sementara di posisi lain adat bisa menjadi dasar perten-
tangan dan klaim terhadap pihak luar. Posisi ini mencerminkan
ambivalensi adat yang rentan untuk disalahgunakan, selain dari
nilai positifnya yang fleksibel terhadap perubahan

Masih dibagian dua, HS Tisnanta memotret konflik sebagai
wujud kegagalan bernegara. Menurutnya, realitas konflik yang
terjadi saat ini dengan segala bentuknya, menunjukkan bahwa
eksistensi negara kehilangan kemampuan untuk mengendalikan
tata kehidupan warga secara efektif dan terjebak dalam
lingkaran krisis yang berkepanjangan. Negara seringkali tidak
hadir dalam ledakan peristiwa-peristiwa kecil yang sebenarnya
hanya merupakan symptom dari sebuah permasalahan yang
mendasar dan krusial. Dalam artikelnya ia mengajukan konsep
hukum pengayoman. Konsepsi tersebut menuntun pada sebuah
pemahaman dan pemaknaan mengenai hukum secara holistik
baik dari segi konsep, fungsi serta tujuannya. Keberadaan hukum
tidak dapat dilepaskan dari tujuan hukum sebagai rasio praktis
manusia, yaitu kebahagiaan (happiness).

ix
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Bagian tiga lebih elihat dari tataran praksis dalam

mengupayakan penyelesaian konflik. Bab pertama d_ltuh_‘?’ Secara
bersama oleh Syahrul Sidin, Nick Armstrong, dan Oki Haijlansyah
Wahab yang membahas Konflik Kawasan Hutan Register 45,
Inilah tulisan yang menggabungkan pandangan pelaku langsung
dalam konflik yang mencurahkan pengalaman dan cita-citanya,
orang luar yang melihat dampak dari konflik dan sudut pandang
aktivis yang merangkai berbagai kompleksitas konflik dalam
bahasan yang lebih reflektif.

Sebagai perbandingan, Rahman Mantu kemudian menge-
laborasi tradisi perayaan Hari Raya Katupat di Manado, Sulawesi
Utara sebagai salah satu model pengendalian konflik yang khas
di daerah tersebut. Hasil riset Rahman menyimpulkan dua hal.
Pertama, ketupat punya makna secara filosofis terkait dengan
nilai-nilai kesatuan dan ke-basudara-an. Kedua, momentum
Hari Raya Katupat ini menjadi tempat perjumpaan seluruh war-
ga* baik itu yang muslim maupun Kristen, sehingga komunikasi

e
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rl::ilfata atau kalimat yang berlebih-
alauy l"lfll.'l);];.ﬂ;zi}'&l"“'ki‘lﬁtlﬁ, d‘n‘n émosional )rallg
thkan kondisi nyata yang terjadi
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di Lampung dalam pelaksanaan jurnalisme damai. Faktanya,
menurut dia, dalam menerapkan jurnalisme damai masih
terbentur keamanan jurnalis di lapangan, jurnalisme perang
dinilai lebih laku di pasar media massa di Indonesia, dengan
para redaktur atau penentu kebijakan redaksi media massa
umumnya belum tentu menggunakannya, berakibat oplah atau
rating dan hits atau pageviews-nya menurun, tidak praktis dan

sulit mendapatkan informasi akurat di dalam arena konflik yang
sangat berbahaya.

la pun menegaskan: “Pers yang merdeka dan bebas
adalah mata bagi dunia yang tajam menyorot kemana-mana.
Mata yang mewakili seluruh mata warga dunia. Mata yang
dengan pendekatan Jurnalisme Damai menjadi menyejukkan,
menenangkan, meneduhkan dan bersih bersinar. Itulah harapan
kita semua kepada institusi media massa serta para jurnalisnya.”

&

Mengapa kita berkonflik, memang tidak gampang menemu-
kan jawabannya. Dan, buku ini barangkali hanya mampu mem-
berikan stimulan awal bagi sebuah upaya untuk secara terus-
menerus membangun rasa persaudaraan, rasa kemanusiaan, dan
rasa kebersamaan di antara kita. Setidaknya lewat esai-esai dalam

buku ini bolehlah membantu kita melakukan refleksi atas jalan-
nya hidup dan kehidupan. Semoga.

Bandar Lampung, Desember 2013

H.S. Tisnanta
Udo Z. Karzi
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i il I i W .

Konflik: Kegagalan dalam Bernegar;
HS Tisnanta

Adalah sebuah keniscayaan, sebagai bangsa yang majemuk
untuk terhindar dari adanya konflik. Hal ini sedari awal telah
disadari oleh para pendiri bangsa, bahwa dalam situasi keber
agaman didalamnya juga terkandung potensi konflik. Meski de-

makna sebagai sebuah peluang. Keberagaman yangdiikat ole"
ideologi negara yaitu Pancasila harus dikelola sebagai keung
gulan dan merupakan asset bagi bangsa untuk mencapai tujuas
negara. Keberagaman dan kesadaran bangsa Indonesia atas k¢

beragaman sesungguhnya tercermin dalam seloka yang terdapat
pada lambang negara yaitu Bhineka Tunggal Ika.

Pancasila dan Bhineka Tunggal Ika merupakan dimens!
solidaritas sosial dan dimensi rasional yang menjadi dasar
dibentuknya bangsa Indonesia. Dimensi solidaritas sosia!
merupakan dimensi yang bersifat ikatan emosional bangsa vang
tgrbwﬂuk melalui perjalanan sejarah yang panjang. Se:i..msl\m
dimensi rasional berkaitan dengan aspek ekonomi politik, sosial
dan budaya yang thempersatukan Indonesia seba :ni bangsa Jar
:lrnw;:lmlkan kesadaran nasional pada tuium? 11:.‘&1,.1[:1 yaitu
kf:::;::l :l}::ryll::: Jua dimensi tersebuyt dikelola dalam sebuabh

! IKum- yang mengawal  dan n];‘llldllmp}"m

identitas ke '
| cbangsaan guny menempatkan harkat dan martad®
vangsa sehagai nila tertingg).

i,“ I I
ayangnya acap kali dimensi solid

& aritas sostal lt‘l‘t’.ll"ik"‘""
oleh kekerasan massa ht'lhl}: I paket y l
1 i 1]

ang tidak dapat dilepaskal
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Jengan konflik yang 1ffrurq terjadi. _
mm:ug:i“‘”‘a“ tclah. 11(‘1'1;1(11 dan memakan
harta benda tetapi juga nyawa. Bahkan keker
ceringkall diberikan status sebagi kekera-«
vang cenderung mengkambinghitamk,
biangkerok. .

Masyarakat seakal? kehilangan kepercayaan dala
nteraksi sosialnya,* baik pada leve] antarpribadi, ant
dan antar bangsa. Kepercayaan masyarakat tersebut
srasangka yang substansinya berkaita
dukungan institusional, perasaan sebagai anggota kelompok dan
konflik antarkelompok. Prasangka tersebut membuat masvarakat
mudah “terbakar” seperti padang rumput Kering »fmg vang
terksulut percikan api. Percikan api dimaksud antara fain adalah
prasangka rasial, prasangka agama, prasangka jenis kelamin dan
prasangka sosial politik.

Negara sebagai elemen politik mempunyai kekuasaan yang
paling efektif untuk mengatur dimensi solidaritas sosial dan
asional tersebut sehingga mampu mencegah dan mengelola
konflik sebagai keunggulan bangsa yang menjadi potensi untuk
mencapai tujuan negara. Dengan menggunakan instrumen
hukum,? negara dapat mengintegrasikan aspek-aspek dasar
kehidupan manusia (budaya, sosial, politik dan ekonomi)
sehingga kekacauan dan kesimpangsiuran dapat diintegrasikan
dalam sebuah orde ketertiban. Membangun orde Ketertiban
ebagai salah saty tugas utama negara tidak dapat dilepaskan

dar;j fungsi hukum yaitu memanusiakan penggunaan kekuasaan

san yang terjads
dN Sucy (sacred

k ,"."."Hlfil"'fl:';
N kelompok [4in sebagi

M proses
dr ](E!ﬂmpr}k_

beranjak dari
n dengan ketidakadilan,

e —

" Ichsan Malik
“onflik Atgs Sumb
dLpek aspek
Prog

+ €t.al, Menyeimbangkan kekuatan — Pilihan Strateg! Menyelesaikan
er Daya Alam, Yayasan Kemala, 2003 him 152, Dikemukakan tJJTWJ
Yang terdapat dalam interaksi sosial adalah komunikasi, proses Persepst
" "*®lalu ada pengaruh dua arah yang saling pengaruh mempengd uht 1
““Uu;l]:“ﬂ}, Roberto v Unger (alih bahasa Dariyatno), Teori Hukum Kiitis N:::::::‘:{::;
[,...”u”h;-djﬂﬂf, Keberatan penting terhadap logika |nalllum:~nl
Derila), ”:-';:.::d-h“g fundamental adalah kegagalannya dalam nun;;u
18 dapat memiliki cukup kesinambungan atas wid
Thungkinkan terwujudnya masyarakat yang teratut
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" : ~ 1 N_
ara  dalam melakukan tugas l“g"‘"""ylz' l amun, |'(~f“til(,-1
!1[‘{- : e - t , - '
masvarakat kehilangan kl"]“‘“'w"‘“_] s kl etari h“]‘llrn
Jan kekuasaan kehilangan legitimas dan kemampuap Unty}
Lic e

melakukan r-mgmd.-alian.

Konflik: di Mana Negara ? o

Realitas konflik yang terjadi saat ini dcngﬁan segala be"tUkHYa,
menuniukkan bahwa cksistensi negara kehllangan kemampuan
untuk mengendalikan tata kehidupan warga secara efektif ),
teriebak daLlam lingkaran krisis yang berkepanjangan. Negar,
seringkali tidak hadir dalam ledakan peristiwa-peristiwa kecj]
vangL sebenarnya hanya merupakan symptom dari sebuah
i:»ermasalahan yang mendasar dan krusial.

Prangsaka-prasangka yang terbangun dan kemudian menjadi
rasionalitas warga memicu ledakan konflik yang massif. Sebagai
contoh, kasus bumi hangus di desa Bali Nuraga Kecamatan Way
Panji Kabupaten Lampung Selatan, yang dipicu oleh perbuatan
sekelompok pemuda sehingga menimbulkan korban puluhan
nyawa dan kerugian harta benda.?' Peristiwa tersebut tidak
berdiri sendiri, tetapi merupakan kelanjutan dari rangkaian
peristiwa-peristiwa sebelumnya yang tidak pernah diselesaikan
secara tuntas. Kesepakatan-kesepakatan damai dari ledakkan
konflik terdahulu dilakukan secara elitis dan tidak melibatkan
semua anggota kelompok yang bertikai. Proses penyelesaian

sepertl itu pada akhirnya hanya menyentuh kulitnya saja dan
acap mengabaikan esensj permasalahan.

* Lihat Franz Magni ,

Moderr IJ' ki :tf? Td-gmhwsusenﬂ' “tika Politik: Prinsip-prinsip Moral Dasar Kenegarad"
I i | 2 i = : "
) Negara ur:, memberikan Perlindungan kepada para penduduk dalam wilayal
ungan , _ rd
mendukung atau [ana: dn dari luar negeri dan dalam negeri. (2] I’I'Eﬂd:
(3) riegara n enjadi w EJrUHH Jervediakan pelbagai pelayanan kehidupan mﬂb?*"ﬂkﬂ;
’ ! o %l ydn / 1 j R ‘L JLI"

Masyarakal £ idak memihak antara pihak-pihak yang berkonflik d

“eMa rnmwpu,dh“ sal
dalam yudisial yang menjamin keadilan d

Erient “rliry
L ntu, perlin terhadap ancam

sUatu sister
I||J+jle|H|‘j'! '."Jlalljl i'ld‘;?l]ldk :It | “
© Lihat, MHUJ

ut Jurnuhum* )
Saroso, Indepth :

1 | 05
Publisie Imal dj f.ufﬂpliﬂﬂ (DEnVunﬁﬂE Budi Santos© g )
INE, Bandar 4Mpung , 2012
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Kesepakatan dan peraturan dama; mel
hanvd merupakan St‘l‘*uﬂ]f Seremoni formil
-merintah atau }:Cmf*rlinlah d.’?ﬁl(‘fﬂh nan
E.n-]bfl'lakllﬁhn}’&? Ketika tE.‘.r]ﬂ(Ii ledakkan konflik
. rAliE terperangah d‘an menjadi - demikian iy .1Namun
heberapa hari kemudian semua menjadi Jup, .

, karena med;

- -q v - a

mnassa tidak lagi memberitakannya, Kagys Bali Nuraga Register
45, BSMI, tawuran antar kampung, dsb adalah sedikit crmn;;h

hahwa kasus-kasus yang sebenarnya belum selesai tetapi acap
cerabaikan. Pemerintah dan Pemerntah Daerah sebagai entitas
negara sesungguhnya belum melakukan langkah mendasar untyk
menvelesaikan konflik secara komperehensif Belum ada upaya
untuk meretas kebekuan komunikasi para pihak serta langkah.-
langkah edukasi dan penyadaran makna solidaritas sosial yang
semestinya terus dibangun.

Negara seringkali tidak berdaya dalam mengendalikan
kehendak anarkis sebuah kelompok tertentu. Kasus gereja
Yasmin dan banyak gereja lainnya di Jakarta,® menunjukkan
bzhwa negara tidak mampu menghadapi kehendak kelompok
yang menolaknya sekalipun Mahkamah Agung telah
memberikan putusan hukum yang bersifat final dan mengikat.
Penolakan tersebut bertentangan dengan semangat pluralisme
yang dibangun dalam Negara Hukum Pancasila. Demikian juga
terhadap kasys perseteruan Sunni-Syiah di Sampang Madura,
kalwsi kekerasan terhadap warga Ahmadiyah serta kekerasan
;ffjems lainnya seringkali negara tidak hadir dan bahkan dapat
lkatakan mengabaikannya.

alui medjas; seringkali
yang harys (;

N tidak ada 3Arana

Semua

‘h-‘-‘"""--...__

¥ : ‘ dung, Nusa Media,
00y et lawrence M, Friedman, Perspektif lmu Sosial,Bandung

: . g menyatakan
tenty 123 dikemukakan bahwa “seringkali peraturan ttr.&tb:ltk yda sarana
. N Mekanisme ‘kesepakatan damai” atau “mediasi”, tetap! md- k‘ d‘ i. belah
m-mhl—rl,_,p . ‘ tan dari kedus

u - ; T kekuals
Dhay . Y8 Apa yang sebenarnya terjadi? Kekuatan

=] ' i =

a, Tim penelitt Yayasan

i |”I;_—ﬂ' P —
; ! Bk h Pasca Sarjand UGM,

"”u”-
fuj.!. o ”hj" el o)
.-f'l':l-i’ﬂ”ﬂ JU]]

I* k”ﬁtrﬂVEFSi BEijH dl Jakartﬂ; CH(S SeK0
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Dalam konteks konflik sumberdaya alam dapat dipastikan
keberpithakkan negara pada pemilik modal. Akses masayarakat
untuk ikut mengelola sumber daya alam seringkali ditutup
dengan argumentasi yang berdasarkan pada hukum. Pada hal
struktur hukum vang ada dibangun dengan sebuah kesadaran
vang orentasinva pada “business and investment friendly™*
Struktur hukum baru yang dibangun hanya dilandaskan pada
nilai-nilai rule of law semata demi kepentingan investor. Dengan
demikian esensi moralitas hukum yaitu keadilan, sebagaimana
vang dikemukakan oleh Kelsen®, tercabut dari akar budayanya
sehingga sistem hukum yang dibangun tidak lagi berlandaskan
pada rule of ethics. Orientasi pembangunan sistem hukum
tersebut menimbulkan dampak diskriminasi kepada kelompok
masyarakat tertentu sehingga mereka kehilangan akses dan
penguasaan atas sumber daya (resources) yang mendukung
kedaulatan kesejahteraan warga.

Dalam penanganan konflik, negara seringkali ada pada posisi
lemah dan kalah, karena tidak mampu menjadi wasit yang baik.
Negara tidak mampu mengendalikan ketika sekelompok orang
menyatakan dalil pembenaran diri untuk menolak kelompok
lain dan menghalalkan amuk massa dan melakukan kekerasan.
Kelompok-kelompok tersebut menunjukkan gejala-gejala antara
lain’®:

l. Adanya kecenderungan untuk selalu menjaga dan
mempertahankan apa yang benar atau yang salah. Kelompok
merasa bahwa mereka adalah polisi dunia;

2. Adanya ilusi bahwa kelompok tidak mudah diserang dan

* Sulistyowati Irianto, Menuju Pembangunan ..............Ibid, hal. 4-5. Dikemukakan
bahwa the rule of law tidak berakar pada budaya hukum (legal culture) masyarakat di
mana program dijalankan. Program tersbut berpijak pada the rule of law orthodoxy yang
menitik beratkan pada pembangunan struktur formal dan institusi Negara dan bidang
hukum bisnis modern, sementara persoalan hukum masyarakat miskin di luar ranah
negara ada di mana-mana dan tidak diperhitungkan.

3%

Hans Kelsen (alih Bahasa: Nurainun Mangunsong), Teori Hukum Murni,
Nusamedia, Bandung, 2007, him /2, dikemukakan bahwa orang berpegang pada definisi
hukumsebagai bagian dari moral yang mengidentikan hukum dengan keadilan.

*Ichsan Malik, dkk., Buku Sumber: Menyeimbangkan Kekuatan......... him. 178-179.
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kena serang. Para anggota kelompok meras
mereka tidak akan terkalahkan oleh siapa

3. Rasionalisasi, yaitu kecenderungan d
melakukan justifikasi terhadap se
diambil;

4. Pendapat yang stereotip terhadap lawan. Lawan dipandang

sebagai penyakit yang perlu dijauhi, sehingga tidak ada

negosiasl,

Tekanan bagi setiap kelompok untuk selalu kompromi

dengan tujuan kelompok. Bila ada anggota kelompok yang

kritis, kemudian diundang “ahli” untuk membungkam orang
tersebut;

6. Sensor terhadap diri sendiri, meskipun tidak sependapat,
namun kelompok selalu berada dalam konsensus;

7. Kelompok mempunyai perasaan adanya kurang semangat
dalam melakukan sesuatu. Mereka khawatir akibat keragu-
raguannya; dan

8. Adanya penjaga pikiran. Beberapa anggota kelompok
melindungi kelompok dari berbagai informasi yang
mengurangi efektifitas dari keputusan yang telah dibuat.
Negara berada dalam posisi bahaya, bila pengingkaran

terhadap nilai demokrasi yang terwujud melalui delapan gejala

tersebut tidak dapat diatasi. Situasi yang berkepanjangan akan
membawa negara masuk dalam situasi krisis. Dalam situasi itu
masyarakat, terutama golongan minoritas, akan terancam k%lrena
suatu proses disintegrasi mengganggu berfungsinya sistem
s0sial.”” Negara menghadapi masalah untuk untuk bertahan atau
mempertahankan eksistensi kelembagaanya dalam melakukan

tugas negara yang paling mendasar.

a bahwa kelompok
pun;

ari kelompok untuk
tiap keputusan yang

(g

Negara Hukum - Bangunan Nurani Yang Membahagiakan
3 11t < < ¥
Konflik, senatiasa akan membawa nestapa pe “fi“lt*‘ an Yl‘:“i:
fenimbulkan beban ganda (multiple burden) bagl masyarakat.

, ' neabaikan
Seban tersebut semakin berat karena negara sering meng 1ba

e

2005. him 42
"’ Sartono Kartodirdjo, Sejak Indische Sampai Indonesia, Kompas, Jakarta,

Scanned by TapScanner



Mengapa Kita Berkonflik?

hak-hak konstitusional }fangmenyebabkan wargamenjadi tErasing
di negerinya sendiri. Kehadiran negara merupakan kebutuhap,
yang ‘i.idakf’dapat diingkari. Christopher Heath Wellman da]ap,
esainva. “Samaritanism and the Duty to Obey the Law”. Di bawa
subjudul “Why I am not an Anarchist’, Wellman menjelaskap
betépa besarnya manfaat yang bisa didapatkan warga dari negara,
Banvak kasus konflik yang berimplikasi pﬁdﬂ terabaikannya
pelayanan yang wajib dilakukan oleh Negara. Sebagai contoh
kasus desa Moro-Moro Register 45 Mesuji adalah salah contoh
terabaikannya hak konstitusional warga atas berbagai pelayanan
yang antara lain KTP, pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan
dan sebagainya.

Eksistensi kelembagaan negara tidak dapat dilepaskan dengan
konsep Negara Hukum Pancasila. Pancasila adalah bintang
pemandu (leitstern) atau margin appreciation dalam kehidupan
bernegara dan berbangsa yang dilahirkan di atas kesadaran
pluralisme kebudayaan dari masyarakat Indonesia. Pancasila
adalah nilai kepribadian bangsa Indonesia yang selalu hidup
dalam menghadapi segala tantangan modernitas global *® Negara
Hukum Pancasila bukanlah hanya sekedar sebuah bangunan
perundang-undangan semata (negara hukum dalam arti formil
- formele rechtsstaat) tetapi juga merupakan bangunan bernurani
(Negara hukum dalam arti materiil -materigl rechtsstaat).

Kemanusiaan dan keadaban adalah salah satu nilai dari
negara hukum sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 ayat (3) UUD
1945. Negara Hukum adalah alat untuk mewujudkan ketertiban
dalam melanjutkan kehidupan bersama yang dilandaskan pada

mental attitude untuk mencapai kebahagiaan_ Konstruksi Negard
Hukum yang dibangun adalah suaty p

memiliki kepedulian (a state with co
sebagaimana dikemukakan oleh Satjip

egara dengan nurani atat
nscience and compassioﬂ)

yarto dan Budig
BPFE Yogyakarta, 1997 ,him 82. Dikemukakan )

Indonesia adalah nilagi-nilai yang disimbulkan d

O (editor), Ekonomi pancasilo.

bahwa ciri paling hakiki dari kepribadiﬂ“
“ Satjipto Rah #lam Pancasila,

* Satjipto Rahardjo, Negara Hukum Yaq , -
Yogyakarta, 2008,him 102 ng membahagigkan Rakyatnya, Genta pPre
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Rila mencermati konsepsi tersebut dap |,

, ]nﬂil( an
 terjadi, maka akan timbul gugat yang secara

- an diman. o
assi | ) ‘ Na nurani bangsa
i dan bagaimana Negara Hukum Pancasil, dikelola .

M Yamin Negara Hukum pa“fiﬂﬂilfl adalah negar, kesejahteraan
vang dinyatakan sec.:ara expressis  verbis dalam Pembukaan
UUDNRI 1945 melalui p“erumusan tujuan nasional® sert dafom
umusan lainnya adalah “untuk mewujudkan keadilan, sosial bagj
«cluruh rakyat Indonesia’

Keadilansosialdiwujudkandalambentukkesejaheraanumum
Magnis Suseno,” merumuskan kesejahteraan umum sebagaé
“keseluruhan prasyarat-prasyarat sosial yang memungkinkan
stau mempermudah manusia untuk mengembangkan semua
nilainya’ Kesejahteraan umum adalah sejumlah syarat dan
kondisi yang perlu tersedia agar para anggota masyarakat dapat
sejahtera. Negara dituntut melakukan segala daya upaya untuk
membangunberbagaisyarat dankondisiterciptanyakesejahteraan
umum dengan berlandaskan pada nilai-nilai keadilan sosial yang
diwujudkan antara lain menggunakan instrument hukum.

Keberadaan hukum sebagai tatanan (order) yang seharusnya
bersatu dengan totalitas kehidupan manusia yang dilambangkan
sebagai keadilan. Menurut Satjipto Rahardjo® “Hukum adalah
suatu institusi yang mengantarkan manusia kepada kehidupan
yang adil, sejahtera dan membuat manusia bahagia”. Konsepsi
tersebut menuntun pada sebuah pemahaman dan pemaknaan
mengenai hukum secara holistik baik dari segi konsep, fungsi
erta tujuannya. Keberadaan hukum tidak dapat dilepaskan dari
tWuan hukum sebagai rasio praktis manusia, yaitu kebahagiaan
(hﬂppfness).

Sebagai sebuah intitusi, hukum seringkali dipahami
ha“Y‘& sebatas sebagai institusi artifisial yang terikat dengun:
be“mk*bentuk formal, prosedur-prosedur dan birokrasi

Menurut

‘-‘--—"‘-—l-__

% Muhammad Yamin, Pembahasan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, him 429
hal 314.

um Indonesia,

arp
ranz Magnis Suseno, Etika Politik, PT. Gramedia, Jakarta, 1991,

4. B |
GE"t;p 2Aljipto Rahardjo, Hukum Progresif - Sebuah Sintesa Huk
ubl"‘:hlngl Yogyakarta, 2009. Hal. 2.
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penyelenggaraan hukum. Substans] hukum diruni’luskan S€Cars
terukur dan formal dan diciptakan k(mﬁﬂp"kﬂmep baru Serty
konstruksi-konstruksi hukum baru' sebagai Suatl:l Sistem
gagasan tentang sifat netral (neutrality), seragam (uniformity)
dan dapat diprediksikan (predictability). Pemaknaanl tersebut
menyimpan sebuah problemyangsangat mendasar yaitubahw,
pada kenyataannya tidak semua orang mampu mengakses
dan memahami isi hukum. Hal tersebut menciptakan ruang
perdebatan yang pada akhirnya menimbulkan konflik karen;
tujuan hukum, yaitu keadilan/kesetaraan, kemanfaatan, dan
kepastian hukum,* tidak tercapai.
Upayamewujudkankebahagian masyarakatmembutuhkan
karakter hukum yang progresif yang mengayomi.* Karakter
tersebut berkaitan dengan pemahaman dan pemaknaan
sebuah sistem hukum yang yang dirumuskan oleh Friedman
yang meliputi struktur hukum, substansi hukum dan budaya
hukum.* Secara ringkas dikemukakan bahwa hukum progresif
sesungguhnya sederhana, yaitu melakukan pembebasan, baik
dalam cara berfikir maupun bertindak dalam hukum, sehingga
mampu membiarkan hukum itu mengalir untuk menuntaskan

* Lihat Satjipto Rahardjo, Biarkan Hukum Mengalir,Kompas, Jakarta, 2007, him 12-13.

* Lihat Gustav Radbruch, Vorschule der Rechtsphilosophie, Heideldergberger
—Druckeri Gmbh, Heidelderg, 1947.

* Satjipto Rahardjo, Biarkan Hukum Mengalir, .......... Hal. 139-147 Esensi hukum
progresif tersebut, mempunyai karakteristik sebagaimana dapat dipetakan sebaga
berikut: a) Paradigma dalam hukum progresif adalah bahwa “hukum adalah untuk
manusia”. Secara lebih spesifik hukum Progresif antara lain dapat disebut sebaga!
hukum yang pro rakyat dan hukum yang pro keadilan. b) Hukum progresif menolaX
mempertahankan keadaan status quo dalam Cara berhukum yang sejalan dengan card
positivistik, normatif dan legalistik. c) Cara berhukum  sebaiknya juga mengantisipas

tentang bagaimana mengatasi hambatan-hambatan dalam menggunakan hukum tertulis
dengan memberikan lorong-lorong untuk

d) Hukum progresif memberikan perhatia

N besar terhadap peran n perilaku manusid
dalam hukum dan sebaiknya kita tidak be P pefanan p

" "Pegangan secara mutlak kepada teks formd
suatu peraturan (“menyerah bulat-bulat*” kepada peraturan, E) Hukum progresif adalah

_[-- & - - I .
ara herhukurn yang selalu gelisah untuk membangun dirj sehingga berkualitas untuk
melayani dan membawa rakyat kepada kesejahtera n |

" Lawrence M. Friedman (alih bahas
Sl L sa oleh Nurainun Manguns Sistem Huku!
= Perspektif limu Sosial, Nusamedia, Bandy ng, 2009 Bunsong)
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ugasnva mengabdi kepada manusia

Implementasi konsepsi hukum progresif dalam konteks
mewujudkan kesejahteraan  rakyat Indonesia  tidak
dilepaskan dari konsepsi negara hukum  Menurut Satjipto
Rahardio’ negara hukum adalah sebuah bingkai (frame work)
besar vang memuat prinsip-prinsip yang menuntun cara bangsa
untuk menata (ﬂ?;{’:i‘?ﬂf(’) serta I‘I](‘Ilyﬂ]llrkﬂn proses proses rialam
masvarakat, sehingga tercapai tujuan sosial, politik, ekonomi
dan lain-lain dalam bernegara tersebut. Hukum progresif akan
mengantarkan Kita bagaimana memahami konsepsi negara
hukum menuju kebahagiaan sosial sebagaimana dirumuskan
oleh pendiri bangsa.

r'l 4;*4?
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